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ABSTRAK

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH
LOBSTER DIWILAYAH PERAIRAN RIAU

Dhea Nur Ananda

Undang-undang Kepabeanan dan Undang-Undang Perikanan Merupakan
suatu upaya Politik Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Tindak Pidana
Penyelundupan Benih Lobster. Dengan demikian, diharapkan dengan
dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi Tindak pidana
Penyelundupan Benih Lobster ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji kebijakan
hukum tentang tindak pidana penyelundupan benih lobster diiwilayah perairan
Riau, dan mengkai hambatan tindak pidana penyelundupan benih lobster
diwilayah perairan Riau, serta mengkaji hambatan terhadap tindak pidana

penyelundupan benih lobster diwilayah perairan Riau.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris adalah
penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan
dengan permasalahan pada skripsi ini.

Penelitian ini menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis
permasalahan mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster diwilayah
Perairan Riau. Berdasarkan hasil penditian dipahami bahwa kebijakan hukum
mengenai tindak pidana penyelundupan benih lobster dikaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Kendala ataupun hambatan dalam menanggulangi tindak
pidana penyelundupan benih lobster cukup relatif, mulai dari kurangnya dari
peran masyarakat, minimnya sarana dan prasarana, apalagi masyarakat mash
kurang memahami tugas kepolisian khususnya Kepolisian Air dan Udara. Upaya
yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Riau menggunakan upaya pre-ntif, upaya

preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Benih Lobster, Penyelundupan, Tindak Pidana
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat peraturan Perundang-undangan yang sudah
disahkan olen Negara dan berlaku bagi setiagp Warga NegaraHukum ini
dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar
dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan ini keadilan
menjadi nyata.

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis
dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga
ketertiban, ketentraman dan tingkah laku dalam kehidupan tingkah masyarakat.
hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
yang harus di bentuk dengan berorientas kepada masa depan (for word looking),
tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientas kepada masa lampau (back
word looking).

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum
(rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini
menunjukan bahwa sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan atas
hukum.?

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup
dalam masyarakat. Konspe teori ini merupakan adanya kompromi antara hukum

yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat umum, demi adanya kepastian hukum

! Abdul Manan. 2006. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, him 6-7
Mahmud Mulyadi. 2011 community policing : diskres dalam pemolisian yang
demokratis. jakarta: PT Sofmedia, him 1



dan living law sebaga wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan
masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.® Pembentukan hukum yang
didasarkan pada kaedah hukum haruslah memperhatikan akibat hukum dari
penerapan suatu ketentuan hukum positif yang mengarah pada suatu pencapaian
kepastian hukum, oleh karenanya pembentukan hukum dalam kerangka
pembangunan hukum indonesia (law making) haruslah menyel araskan dan
memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk
geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan Negara daratan.
Keberadaan Negara indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari
Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jaga raya dan Allah
SWT pula yang menentukan suatu negara berada dimana.* Indonesia berada di
antara dua samudera, maka dari itu indonesia memiliki pula laut yang dalam dan
laut yang berada di antara pulau yang lazim yaitu “ selat” .

Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang
memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km® Indonesia
memiliki potens sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi
kuantitas maupun keanekaragamannya.

Masalah laut dan perikanan ini, hampir setiap hari menjadi pembicaraan, sehingga
wajar jika mulai dari para tokoh politik, tokoh masyarakat dan toko lembaga

swadaya masyarakat ikut membicarakannya.

3y 1:
Ibid him 2
“Supriadi, alimuddin. 2011.hukum perikanan di Indonesia. sinar grafika. Jakrta: Sinar
Grafika, him 1



Luas lautan indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi
menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri
kelautan, jasa kelautan, transportasi hingga wisata bahari. Sebaga negara
kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan didalamnya terdapat pula
beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan, lobster, kepiting
dan segala jenis dan segala macam kekayaan alam lainnya. Keberadaan sumber
yang terkandung didalam perairan indonesia terbilang sangat banyak, dari segi
kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan
untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Namun,potenss yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara
optimal. Masyarakat juga masih memandang laut dengan sebelah mata. Panjang
garis pantai indonesia yang mencapai 95.000 km tidak dimanfaatkan secara
optimal, begitu pula lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang
luasnya 4,1 juta hektar masih di sia-siakan.

Kemgjuan di bidang teknologi,komunikasi dan informas pada era
globalisas saat ini semakin memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan
atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia
berada. Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga berpengaruh pada berbagai
sendi kehidupan yang ada di masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum,
budaya maupun kehidupan sosia kemasyarakatan lainnya. Tentunya hal ini
berpengaruh pula kepada pola dan tingkah laku seseorang dalam aktivitas

kehidupannya di masyarakat. Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan



berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga ikut
mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini.

Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas
masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai
perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan
sawenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat. Penegakan hukum secara
ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota
masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan
melaksanakan hukum,.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak
pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana
yang semakin meningkat dan sering terjadi dimasyarakat. Kejahatan tersebut
merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah
untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang
melanggar nilai-nila dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat
sehingga kejahatan tersebut dijadikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana.

Kondis seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar
bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang
merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah

wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang



udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekdusif dan
landasan kontinen. Seseorang yang melakukan kejahatan pada semua orang,
karena dengan demikian manusia tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena
merasa ketakutan. Hal ini digjarkan pada:

Lesen () (38 USR8 (a8 ol Tl (i Ul (038 (e 451 Uyl 0 e LSS D AT (e
oaDll 2 Al S st 188 () 28 il GE) aeels 5815 gen () Ul U8 LA ()
S0 il

Penipuan "penyelundupan” menghilangkan fungsi rezeki yang paling
besar, yaitu perdagangan dan tukan manfaat (keuntungan) sesama manusia dan
bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungs
kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus.

Lobster merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis
tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.®Pelarangan
penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada
implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan
kesadaran stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan
sumberdaya, khususnya nelayan lobster. Mengacu pada Wiyono (2009), bahwa

persepss nelayan terhadap sumberdaya perikanan merupakan  proses

® "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa
yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan
karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia
seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah
dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada
mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak
diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka
bumi." Al-Maidah (5) : 32

® furgan, tri wiji nurani, eko sri wiyono “tingkat pemahaman nelayan terkait dengan
kebijakanpelarangan penangkapan benih lobster”, dalam jurnal albacore volume | No 3, oktober
2017



pengorganisasian potenss daya yang dimiliki nelayan dalam menafsirkan
pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan, hal ini dimaksudkan untukdapat
menciptakan perikanan lobster yang bertanggungjawab. Pada kenyataannya,
sampai saat ini praktik penangkapan dan penyelundupan benih lobster masih
marak terjadi.

Berdasarkan kementrian kelautan dan perikanan nomor 56/permen-kp/2016
tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting,
rgjungan,dari wilayah Negara Republik Indonesia pasal 2 menyebutkan
penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Negara Republik
Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur,
ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram/ekor.’Pelarangan
penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada
implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan
kesadaran stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan
sumberdaya, khususnya nelayan lobster.?

Kementrian kelautan perikanan sedang gencar memerangi praktik
penyelundupan benih lobster. Bisnis ekspor ilegal komoditas ini memberi
keuntungan berlipat ganda tetapi mematikan nelayan yang ada di Indonesia.
Larangan tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan

Nomor 56 Tahun 2016 mengenai |arangan penangkapan dari wilayah NKRI.

"Shabrina Kirana Almira, jurnal skripsi.” koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil
balai karantina ikan dan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit
lobster di lampung” .(lampung: universitas lampung) 2018, him 2



Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah merupakan sebuah landasan yuridis yang mengatur tentang
keberadaan POLRI dalam sistem Negara Indonesia. Kedudukan polisi sebagai alat
Negara memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan tugas operasional
Kepolisian di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesa (POLRI), sebagai bagian dari
Ingtituss Negara yang berfungss dalam bidang keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.

Tindakan seperti ini yaitu tindak pidana penyelundupan benih Lobster
begitu sangat meresahkan masyarakat dan para pihak kepolisian, terkhususnya
kepolisian Air dan Udara di wilayah Polda Riau yang sudah 3 kali menangani
kasus Tindak Pidana penyelundupan benih lobster ini.

Maka dalam kasus ini, dibutuhkan tindakan dari kepolisian air dan udara berupaya
untuk melakukan  tindakan secara represif yaitu dengan mengupayakan
pemberantasan terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster yang ada di
wilayah perairan Riau . sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada
hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama
memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesgahteraan
bersama. Tindak pidana penyelundupan ini terkhususnya pada penyelundup benih
lobster sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah, karena tindak pidana ini

sering sekali terjadi dan dampaknya menimbulkan kerugian kepada Negara.



Hal-hal yang telah terurai diatas yang menjadi dasar dalam pemilihan judul
penelitian ini yaitu: “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih
L obster di Wilayah Perairan Riau"

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam
penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana penyelundupan
benih lobster di wilayah perairan Riau?
b. Bagaimana hambatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih
lobster di wilayah perairan Riau?
c. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster di
wilayah perairan Riau?
2. Faedah Penelitian
Faedah dari penditian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bak
secara teoritis maupun praktis,manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a SecaraTeoritis
1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan
gambaran mengenai pemberantasan tindak pidana penyelundupan
benih lobster di wilayah perairan Riau.
2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah,
diskus hukum seputar perkembangan hukum mengenai pemberantasan

tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau.



b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara,
bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi
mahasiswva fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam
melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenan dengan
tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan riau.

B. Tujuan Pendlitian
Tujuan dalam pendlitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Untuk mengetahui kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana
penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan
benih lobster di wilayah perairan Riau.
3. Untukmengetahui upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih
lobster di wilayah perairan Riau.
C. Definis Operasional
Definis operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antar definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori Namun
demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan
jalan memberikan defenis operasionalnya.® Sesuai dengan judul penelitian

yang digjukan yaitu “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih

® |da Hanifah, dkk, 2018.Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.Medan: Pustaka
Asdi Mahasiswa, him 17.
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Lobster di Wilayah Perairan Riau’, maka dapat diterangkan definis
operasional penelitian yaitu:
Tindak Pidana adalah suatu perbuatan ataupun hukuman yang diberikan
kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang
lain. Tindak pidana dalam bahasa ini adalah kejahatan yang merugikan
Negara dalam Penyelundupan Benih Lobster.
Penyel undupan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau
sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau
mengeluarkan(ekspor)dengan tidak memenuhi  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. Penyelundupan dalam bahasa ini adalah benih lobster
yang masih di bawah 200 gram sudah di perjual belikan dan di ekspor ke
Luar Negeri melalui pelabuhan tidak resmi. Benih lobster ini dijual di
dengan harga yang sangat tinggi sehingga merugikan Negara.
Benih Lobster adalah jenis ikan yang memiliki ukuran yang sangat kecil,
memiliki harga jual yang sangat tinggi sehingga banyak oknum yang
menangkap untuk di jual dengan harga yang mahal.
Perairan Riau adalah sebuah wilayah perairan yang terletak dibagian tengah
pantai timur pulau sumatera. Dalam bahasa ini adalah Perairan Riau
merupakan tempat persinggahan penyelundupan Benih Lobster karena
daerah Riau tempat yang sangat strategis untuk melakukan pengiriman

barang keL uar Negeri.
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D. Keadian Penelitian
Persoalan kegjahatan atau tindak pidana penyelundupan Benih Lobster di

wilayah Perairan Riau bukanlah merupakan ha yang baru. Oleh karena itu,

penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat
tentang kejahatan atau tindak pidana penyelundupan Benih Lobster diwilayah

Perairan Riau ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan

bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulisan tidak menemukan penelitian yang

sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pemberantasan

Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau’

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti
sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan peneliti dalam
penulisan skrips ini, antaralain :

a  Jurnal skripsi Shabrina Kirana Almira, mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Lampung, ahun 2018 yang berjudul “Koordinas Antara
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam
menanggulangi tndak pidana penyelundupan bibit lobster di Lampung”,
jurnal skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada
analisis lapangan.

b.  Skrips Darul Kutni Al Murowi , mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung Tahun 2017 yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap
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Penyelundupan Satwa Liar Yang Di Lindungi” . Skripsi ini merupakan

Penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis lapangan.
E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan

penelitian.Metode penelitian membicaran mengena tata cara pelaksanaan
penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metodedan
kata penelitian. Kata metode berasal dari bahawa yunani, yaitu methodos yang
berarti cara atau menuju suatu jalan.Metode merupakan kegiatan ilmiah yang
berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau
objek penelitian.Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun
pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan andlisis data yang
dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan
dan anlisis data dil akukan secara ilmiah.

Dari pengertian diatas bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk
memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan
menggunakan metode ilmiah.Menurut sugiyono, metode penelitian adalah cara-
cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan,
dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada
gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipas

masalah.*°

1%J0naedi Efendi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris.
Jakarta: kencanahlm 2-3
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1. Jenisdan pendekatan penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan cara
pendekatan yuridis empiris, dengan menganalisis permasal ahan dilakukan dengan
cara memadukan bahan-bahan data kewahyuan, data sekunder dan data primer.
Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan,
mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lainnya.™*
2.  Sifat penélitian
Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif,
yaitu penelitian yang hanya sematamata menggambarkan keadaan obyek
peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara
umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah
terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam
memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyususn teori-teori
baru.*?
3. Sumber data
a. Data yang bersumber dari hukum Isam; yaitu Al-Quran dan Hadist
(Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut Lazim
disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur
Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah
"menanamkan dan mengamalkan nilai-nila garan Al-Isam dan

Kemuhammadiyahan",.

“Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2010.Menjelajahi Kajian Empiris terhadap
Hukum.Jakarta: Kencana him 2
2Soejono Soekanto, 2014. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: Ul-Press. him 9
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b. Data primer ; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data
primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada
masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

c. Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen
resmi, publikas tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :
undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang K epabeanan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi. Publikas tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan
masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder berupa kamus hukum atau kamus enklopedia atau kamus bahasa
indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang

sulit untuk diartikan.
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4. Alat pengumpul data
Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara
tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul
"Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Wilayah
Perairan Riau" melakukan wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan yang
merupakan Kasubdit Gakkum Polair Polda Riau.

b. studi kepustakaan (library research)yang dilakukan dnegan dua cara, yaitu :
1) offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research)

secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik
didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam
penelitian yang dimaksud.

2) Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dnegan
cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder
yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.™

5. Analisisdata

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis

data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam

penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu pemilihan teori-teori,

asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang

relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut

'3 |da Hanifah, dkk, Op.Cit., him 21
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sehingga akan menghasilkan kualifikas tertentu yang sesuai dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan
dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data
diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat

memberikan solusi terhadap permasal ahan yang dimaksud.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian tindak pidana

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari
pada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di
antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang
sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.**Hukum pidana adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar atau aturan-aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bag
barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancam.

c.Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

tersebut.

4 PA.F. lamintang. 2018. dasar-dasar hukum pidana di indonesia. Jakarta : sinar
grafika, him 1

17
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2. Tujuan hukum pidana
Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu :

a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampa melakukan perbuatan
yang tidak baik (airan klasik).

b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik
menjadi  baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan
lingkunagannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari
kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan
tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan
demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat,
maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.*

3. Asas-asas hukum pidana
Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana

berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan, maka dalam hukum
pidana ada dikenal asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut
waktu, asas yang berlaku di dalamnya adalah asas yang dikenal dengan sebutan
asas legalitas.

Menurut P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang
diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat
umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum itu, tetapi yang

tidak boleh tidak harus ada.Kalau peraturan hukum yang konkrit itu dapat

*Teguh prasetyo, Op. Cit, him 14
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diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan
secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum, dicari sifat-sifat umum
dalam kaedah atau peraturan yang kongkrit. Ini berarti menunjuk kepada
kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang kongkrit itu.Pengertian
tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini
penting bukan sgja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka
pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat
dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana) jika pedoman
bertingkah laku itu tidak di pahami.*®

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian
dasar dalam ilmu hukum, sebgai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam pasal 11 rancangan
KUHP dirumuskan dengan, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.’’ Tindak pidana
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana
merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, didalam kitab Undang-Undang

Hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya apa yang

®Chairul Huda. 2013. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan.Jakarta : Kencana, him 26
YIbid him 30
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dimaksud dengan stradbaar feit itu sendiri. Yang berasal dari bahasa latin yakni
kata delictum.'® Dalam kamus besar bahsaindonesia tercantum sebagai berikut :
“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakn hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerk tingkah laku dan
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak
berbuat, akan tetapi dengan tidaknya berbuat, dia telah melakukan tindak
pidana.®®

4. Subjek tindak pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung
jawab atas perbuatan yang dirumuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan
yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk KUHPidana
berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah sgja yang dapat
dibebani tanggung jawab pidana, karena hanya manusia yang merupakan subjek
tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam KUHPidana, badan hukum (rechtsperson) bukan subjek tindak pidana. Hal
ini dapat dilihat dari :
a. Pasal 59 KUHPidana (=51 Sr) dimana pidana hanya diancamkan
terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-
komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri

b. Rumusan delik yang diawali dengan kata“ hijdie”

¥Teguh prasetyo, Op.Cit, him 47
“Ibid, him49
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(diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang
menunjuk pada manusia.
c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana
untuk badan hukum.
5. Unsur-unsur tindak pidana
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan
dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan
disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau
syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat
dibedakan dari perbuatan laun yang tidak dilarang.*Menurut Simons, unsur-unsur
tindak pidana (stafbaar feit ) adalah:
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (stafbaar gesteld)
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari
tindak pidana (stafbaar feit)
1. Unsur objektif :
a. Perbuatan orang

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

“frans maramis. 2016.hukum pidana umum dan tertulis di indonesia. Jakarta: Pt.
Rrajagrafindo persada: him 82.
“'Rahmanuddin Toomalili. 2019. hukum pidana. Y ogyakarta :cv Budi Utama, him 12
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c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti

dalam pasal 281 KUHP sifat "openbaar” atau "dimuka umum".

2. Unsur Subjektif :

a. Orang yang mampu bertanggung jawab

b. Adanya keslahan (dollus atau culpa)

c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Aliran di dalam Tindak Pidanaterbagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

a. Aliran monistis:

1) Suatu perbuatan

2) Melawan hukum

3) Diancam dengan sanksi

4) Dilakukan dengan kesalahan

5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
b. Aliran dualidtis:

1) Suatu perbuatan

2) Melawan hukum (dilarang)

3) Diancam dengan sanks pidana.

6. JenisTindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian

tindak pidanaini membawa akibat hukum materil yaitu :

a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam

suatu pelanggaran.

b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
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c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.

d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para
komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran tersebut terjadi
sepengetahuan mereka.

e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan
yang merupakan syarat bagi penuntutan.

B. Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan
1. Pengertian tindak pidana penyelundupan benih lobster

Penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya
barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan
bea dan cukai. Oleh karena itu, sanks yang paling tepat diberikan kepada
penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga
kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling
mana saja lebih besar),

Bangsa Indonesia tidak akan berkompromi ataupun mentoleransi setiap
tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak
bermoral dan tidak bertanggung jawab. Tindak pidana penyelundupan merupakan
perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat merusak pertumbuhan
perekonomian negara, dan juga dapat suatu perbuatan yang dapat mengacau
perekonomian.

Undang-undang yang mengatur penyelundupan berdasarkan masuknya

barang impor secarailegal adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
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perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabenanan ,

yang berdasarkan dalam pasal 102, yaitu setiap orang yang :

a

Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);

Membongkar barang Impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa
izin kepala kantor kepabeanan;

Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Ayat (3);

Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan
pabean di tempat selain tempat ttujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
Menyembunyikan barang impor secara melwan hukum;

Mengeluarkan barang impor yang belum diselesakan kewajiban
kepabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau
dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea
dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara
berdasarkan Undang-Undang ini;

Menangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat
penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor kepabeanan tujuan dan
tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau
Dengan sengaja memmberitahukan memberitahuakan jenis dan/atau jumlah

barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

22 Darul Kutni Al Murowi." Skripsi Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan

Satwa Liar Yang dilindungi”. (Universitas Lampung). 2017. HIm 9
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Dipidana karena melaukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
jutarupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan
langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan
pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk
menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya
barang-barang tertentu. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Ekdusif dan landasan kontinen yang di dalamnya
berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor
93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).4
Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan
Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu
menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) disepanjang garis
perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi
keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondis seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar

bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang
merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.

Mengingat bahwa penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana
kKhusus maka dari pihak Direktorat Kepolsan Air dan Udara Polda Riau
melaksanakan peran dalam mengungkap tindak pidana penyelundupan bibit
lobster, melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin
menanggapi Setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak
pidana penyelundupan bibit lobster dengan melakukan penyelidikan, karena
laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan
apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

2. Dampak Tindak Pidana Penyelundupan.
a. Terhadap Pendapatan Negara
Meningkatnya Tindak Pidana Penyelundupan Merupakan salah satu
kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak Pidana Penyelundupan
baik fissk maupun administratif sudah segjak lama berlangsung. Penyelundupan
yang meningkat di mungkinkan karena luas wilayah, kemampuan dan kemauan
aparatur pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya pasrtisipas
masyarakat untuk bekerja sama dengan aparatur pemerintah. Penyelundupan yang
dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak
bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri
sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan

dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa.
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Penyelundup pada umunya dapat mengakibatkan kerugian dalam
penerimaan Negara dan bea masuk pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang
tidak dibayar. Penyelundupan yang didasarkan atas under invoicing akan
menimbulkan akibal mengurangi pengenaan bea serta pungutan lain atas
pemasukan dan pengel uaran barang.

b. Perekonomian negara
Dari segi pembangunan adalah merupakan hambatan. Bahkan dpat
menghancurkan pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat. Mengurangi
pendapatan negara juga dapat mematikan industri-industri dalam Negeri, dan pada
akhirnya dapat mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional .
c. Kerugian negara vyang ditimbulkan dalam tindak pidana
penyelundupan

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak,
dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk
dan cukai, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) dan penjelasan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat
merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun® Apabila hal ini terus terjadi dapat
mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga

menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada

%y udi Wibowo Sukinto. 2013. Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia.
Jakarta:Sinar Grafika,.hlm 46
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akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Timbulnya kerugian Negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang
nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik
yang sengaja mapupun lalai. Berasal dari pungutan Negara tidak dibayar atau
disektor kepada kas Negara oleh penyelundup yang berupa :

1. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak (paak pertambahan
nilai/ppn, pajak penghasilan/pph, ppn BM atau Ppn barang mewah dan
penerimaan Negara bukan pagjak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor
barang.**

2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap
barang ekspr diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

3. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan
ekspor barang.

Akibat Negara tidak dapat memungut uang tersebut diatas maka
mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga
menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara serta pada
akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Faktor-faktor terjadinya penyelundupan
Perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi didaerah perbatasan

memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya |apangan

2 ibid him 46
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pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)
untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai
untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya
angka kejahatan. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang pasar
tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu terlibat
dalam tindak kejahatan sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan
secara adlami dipandang sebagi jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak
sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah
terjadinya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga, Sarana dan
prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga
prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksebilitas
menuju kawasan perbatasn dan rendahnya kualitas SDM.

Hal ini yang memicu impor ilegal adalah sulitnya mengurus perizinan
kondis tersebut menurut para importer semakin diperparah dengan adanya
oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan cara meminta bayaran supaya
perjanjian bisa di urus secara cepat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasiona
merupakan undang-undang yang mengatur tentang kedaulatan Negara Republik
Indonesia di perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial indonesia, perairan

kepulauan, dan perairan pedalaman.
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b. Laut Teritorial adalah jau laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur
dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
pasal5.

c.  Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sis
dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memeprhatikan kedalaman atau
jaraknya dari pantai.

d.  Perairan pedalaman indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sis
darat garis air rendah dari pantai-pantai indonesia, termasuk kedalamannya
semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat suatu garis penutup
sebagaimana dalam pasal 7.

Y ang dimaksud dengan kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan
Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman
serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya.

C. Tindak Pidana Penyelundupan dalam Bidang Perikanan

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan

Ketentuan pidana perikanan diatur secara khusus di dalam pasal 84 sampai
dengan pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomr 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana
tersebut merupakan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidana nya dapat menimbulkan
kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat,

bangsa dan Negara.
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Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam undang-undang
tersebut hanya ada 2 macam delik yaitu delik kejahatan (misdrijven) dan delik
pelanggaran (overtredingen). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelau
bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan deik pelanggaran merupakan
perbuatan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa Negara®
Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan
berwenang :

a. Menerima laporan. Atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana di bidang perikanan;

b. Memangggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

c. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi
untuk didengar keterangannya;

d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan
dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidanadi bidang perikanan;

e. Menghentikan, memeriksa , menangkap, membawa, dan/atau menahan
kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang
perikanan;

f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;

g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang
perikanan

h. Mendatangkan orang ahi yang diperlukan dalam hubungannya dengan

tindak pidanadi bidang perikanan;

®faisal riza, fauzi sibarani. 2019. bentuk-bentuk tindak pidana perikanan. 2019..Medan :
cv pustaka prima, him 24
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i.  Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
j.  Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasi
tindak pidana;
k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
|.  Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi
yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.
Dalam undang-undang ini, definisi mengenal "perikanan" memiliki arti yang lebih
luas dari pada Undang-undang terdahulu yaitu :
"perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari reproduks,
produksi , pengelolaan sampai dengan pemasraan, yang dilaksanakan dalam satu
bisnis perikanan"?°.

Perikanan mempunyai peran strategis dalam dalam perekonomian
nasional, utamanya meningkatkan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan
kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha perikanan dengan
tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. UU
No 9 Tahun 1985 tentang perikanan tidak dapat mengantisipasi perkembangan
pembangunan perikanan saat ini dan yang akan datang karena telah terjadi
perubahan besar yang berkaitan dengan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan

sumber daya ikan, ataupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang

2 |pid him 32
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semakin efektif, efisen, dan modern sehingga pengelolaan perikanan perlu

dilakukan secara hati-hati berdasarkan atas asas kemanfaatan, keadilan,
kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiens, dan kelestarian
yang berkelanjutan.?’ pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan

menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan
perikanan secara terkendali dan sesuai atas pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Oleh karena itu , kepastian hukum merupakan suatu kondis yang mutlak

diperlukan.

% Djoko Tribawono. 2013. Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti,HIm 10
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan

Benih Lobster di Wilayah Perairan Riau

Usaha yang bersifat mencegah harus menyertakan semua potens
masyarakat untuk melakukan usaha agar kejahatan tidak terjadi, sedangkan
menanggulangi lebih bermakna represif, yakni mengggunakan Hukum pidana
sebagai sarana penanggulangan kejahatan secara post factum. Baik usaha
pencegahan maupun penanggulangan memerlukan suatu konsepsi yang jelas dan
terukur, agar supaya kejahatan dapat ditanggulangi.

Kebijakan perundang-undangan di bidang hukum pidana menempati posisi
sentral hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk
menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam
suatu rumusan hukum yang ketat dan pasti. Kodofikas hukum untuk memenuhi
tuntutan unifikasi mengarahkan kepada penyeragaman perilaku manusia melalui
undang-undang.”®

Kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu

bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan

%8 M. Ali Zaidan. 2015. Menuju pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Him 63

34
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sistem. Romli Atmassmita menyatakan terdapat hubungan pengaruh timbal balik

yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah

dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.

Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang

baik sesuai dengan keadaan dan situas pada suatu saat. Politik hukum juga

diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa
digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan
untuk mencapai apa yang dicita-citakan.?®

Kegjahatan dapat mendatangkan keresahan hidup masyarakat. Oleh karena
itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan
perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang
teragenda dalam program pembangunan nasional .*°

Kebijakan penanggulangan kejahatan (crimina policy) merupakan usaha
yang rasional dari masyarakat sebagai reaks mereka terhadap kejahatan. Menurut

Hawkins, jalannya pembuatan kebijakan didasar oleh :

1. Ideologi : memilih pembuat kebijakan dengan hati-hati karena khawatir
dalam menghukum terjadi kebijakan yang memberatkan atau terlalu
meringankan. Oleh karena itu, diperlukan panduan ideologi dalam sebuah
kerangka (master frame) yang tepat sehingga melindungi keadilan

masyarakat.

% 1bid him 31
% Marlina, faisal riza,, 2013 , aspek hukum peran masyarakat dalam mencegah tindak
pidana perikanan. Medan:PT sofmedia, him 12
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2. Pensimbolan : merupakan bentuk representatif dari harapan masyarakat
bahwa kenetralan harus selau ditegakkan oleh para pembuat kebijakan

3.  Sosa-politik : para pembuat kebijakan tidak dapat mengabaikan
peningkatan sosial dan politik yang berkembang dimasyarakat. Kesesuaian
kebijakan harus dilandasi pada harapan masyarakat luas

4.  Ekonomi : memikirkan biaya yang dikeluarkan dalam menangani pelaku
kriminal bagi operasional persidangan apabila harus dilanjutkan dan bila
mereka harus berada dipenjara.

5.  Organisas : keterpaduan pengelolaan lembaga pembuat kebijakan sehingga
mempermudah proses. Ketidakjelasan fungs masing-masing dalam proses
akan membuat perbedaan perbedaan pendapat setiap pembuat kebijakan atas
suatu kasus

6. Interaks : merupakan hubungan dengan lembaga lain yang bekerja saling
berhubungan. Setiap lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum
harus saling berkomunikasi untuk mencapai kesamaan vis putusan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada

hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi

kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukuum pidana

identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum

pidana’.
Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum
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pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan
hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana dapat pula mencakup ruang lingkup kebijakan di
bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana forma dan dibidang
hukum pelaksanaan pidana.®

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak
pidana (politik kriminal ) menggunakan 2 sarana, yaitu "

1. Kehijakan pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal hanya
meliputi penggunaan sarana sosial untuk memeprbaiki kondisi-kondis sosial
tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan
terjadinyatindak pidana.
2. Kebijakan pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penaggulangan tindak pidana dengan menggunakan
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral , yaitu :

a)  Perbuatan apayang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b) Sanks apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada
pelanggar.
1) Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan hukum

pidana terdapat dua masalah yang tidak dapat dilepaskan dari konseps

integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan

pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk

*harda nawawi arief, 2008 .bunga rampai kebijakan hukum pidana : perkembangan
penyusunan Konsep KUHP baru . jakarta: Kencana. him 27
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pula kebijakan dalam menangani dua masalah yaitu harus pula dilakukan dengan

pendekatan yang beriorentasi pada kebijakan (policy oriented approach).

b)

d)

2)

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah ini sering disebut

masalah kriminalisasi, hal ini sebagai berikut :

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materil spiritua berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka hukum
pidana bertujuan untuk menannggulangi kejahatan dan mengadakan
tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesgjahteraan dan pengayoman
amsyarakat.
Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat.
Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip
biaya dan hasil.
Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan
sampai ada kelampauan beban tugas .

Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dikaji konteks bagian dari politik hukum yang

dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungs hukum dalam masyarakat.

%2 Barda nawawi. kebijakan hukum pidana.2011.kencana prenada media group. jakarta

:him 31
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Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan
hukum undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan
bagai mana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijkan Negara
dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada
umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau
kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan
bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan
hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan,
yakni :

a. Tahap kebijakan legidatif/ formulatif;
b. Tahap kebijakan yudikatif / aplikatif;
c. Tahap kebijakan eksekuutif/ administratif.

Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan salah satu pranata hukum laut
yang relatif baru yang belum dikenal dalam Konvens Hukum Laut Jenewa 1958.
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari
proses kristalisas dari klaim-klaim sepihak negara-negara dengan berbagai nama
dan substans, baik secaraindividual maupun kolektif mengenai perikanan di laut
lepas yang berbatasan dengan lauit teritorialnya masing-masing.*

Wilayah perairan terdiri dari wilayah darat dan wilayah perairan. Wilayah

perairan disebut sebagai “laut wilayah” atau “laut teritorial” . dimaksud dengan

3 1bid him 27
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wilayah perairan adalah kedaulatan negara tertentu atas bagian tertentu dari laut.
Pendapat yang umum adalah laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan penuh
dari Negara pantai tertentu. Sebagai wilayah kedaulatn penuh maka negara yang
berdaulat berkewenangan mengatur segala sesuatu di wilayah lau teritorial.
Berdasarkan “ordonas lau teritoria dan lingkungan maritim 1939 ditentukan
bahwa laut teritorial jarak pantai adalah 3 (tiga) mil laut (1 mil laut = 1852 m)
diukur dari pantai pada saat air surut.

Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan salah satu anggota
Kepolisian Air dan Udara di Polda Riau membenarkan terjadinya kasus tindak
pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau. Aks tindak pidana
penyelundupan benih lobster ini dilakukan di beberapa wilayah yang ada di
perairan Riau, termasuk wilayah sebagai berikut :

a Kabupaten rokan hilir

b. Dumai

C. Bengkalis

d. Meranti

e. Tembilahan

f. Pelalawang
Di tahun 2018 : terdapat 2 kasus
Dan di tahun 2019 : terdapat 1 kasus

Kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih
lobster ini semua pelaku tindak pidana dalam menyelundupkan benih lobster

secarailegal di proses dengan perundang-undangan yang berlaku.
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Pada hari kamis, 23 mei 2019 sekitar pukul 14:00 wib disekitar perairan
tanjung leban melakukan pemeriksaan terhadap sebuah KM tanpa nama bermesin
Robin 5 PK dan ditemukan 6 box bibit benih lobster yang terdapat 27 bungkus
plastik, 9 box benih lobster terdapat 25 bungkus lobster.

Undang-undang yang berlaku dalam tindak pidana penyelundupan benih
lobster ini meliputi Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor
10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang diubah dengan Undnag-undang Nomor
17 Tahun 2006.

Berikut rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006, sebagai berikut :

Pasal 102
- Setiap orang yang :
a  Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)

b.  Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa
izin kepala kantor pabean;
c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan

pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);

d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan
pabean di tempat lain selain tempat tujuan ditentukan atau dizinkan;

e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban

kepabeananya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari
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tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan bea dan cukai yang

mengakibatkan tidak terpenuhnya pungutan negara berdasarkan undang-undang

ini;

Pasal 104

-setiap orang

a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana dalam pasal 102-pasal
102A atau pasal 102B

b.  memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau
catatan yang menurut undang-udnnag ini harus disimpan;

c.  menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan
dari pemberitahuan pabean, dokumen lengkap pabean, dokumen pelengkap
pabean atau catatan®*

d. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan

yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai
kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denga paling sedikit Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00

(tigamiliar rupiah).

% Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang K epabeanan
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akbp Wwan Setiawan

mengatakan saat ini dalam penangkapan penyelundupan benih lobster, mash

seorang kurir yang tertangkap dan pihak kepolisan masih menyelidiki kasus ini

hingga sekarang. Karena dalam beberapa tahun ada 3 kasus penyel undupan benih

lobster yang ada di perairan Riau. Akbp wawan Mengatakan mereka memasuki

kawasan perairan Riau karena merupakan tempat persinggahan dan lokasi yang

strategis dan aman untuk menyel undupkan barang ke luar Negeri.

Tabel 1 Anaisis is kebijakan PERMENKP No0.1/2015 jo PERMENKP

N0.56/2016 terkait Larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster ,

kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia meliputi :

PERMENKP No. /2015

L atar Belakang

M andat

Keberadaan dan ketersediaan
Lobster ( Panulirus spp.) telah
mengalami penurunan populasi,
sehingga perlu dilakukan
pembatasan
penangkapanterhadap |obster(
Panulirus spp.)

Bahwa untuk itu perlu
menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang
Penangkapan Lobster

( Panulirus spp.)

Pasal 2
Bahwa untuk itu perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Penangkapan Lobster
( Panulirus spp.)

Pasal 3 (1a)
Penangkapan Lobster ( Panulirus spp.)
dapat dilakukan dengan ukuran panjang
karapas >8 cm
(di atas delapan sentimeter)




I mplementasi

Sosidlisas kepada pengumpul
lokal dan eksportir, serta
pengawasan pada karantina
hewan dan ikan bandara
Sosialisas dilakukan oleh pihak
PPNP melalui spanduk dan
himbauan di Kantor syahbandar
perikanan

PERMENKP No. 56/2016

Latar Belakang M andat
Bahwa dalam rangka Pasal 2
mel aksanakan ketentuan Pasal 7 Penangkapan dan/atau

ayat (1) huruf g dan huruf t
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan,
sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, perlu  mengatur
larangan  penangkapan  dan
pengeluaran Lobster ( Panulirus
spp.) dariWilayah  Negara

Pengeluaran Lobster ( Panulirus
spp.), dengan Harmonized Sys-
tem Code 0306.21.10.00 atau
0306.21.20.00, dari wilayah
Negara Republik Indonesia
hanya dapat dilakukan dengan
ketentuan: a tidak dalam
kondis bertelur; dan b. ukuran
panjang karapas diatas 8
(delapan) cm atau berat diatas
200 (duaratus) gram per ekor.
Pasal 7
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Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka menjaga
keberadaan dan ketersediaan
populas sumber daya Lobster
( Panulirus spp.) perlu mengatur
kembali
( Panulirus spp.), sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri

penangkapan Lobster

Kelautan dan Perikanan Nomor
1/PERMENKP/2015

Bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagai mana
dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Larangan
Penangkapan dan Pengeluaran
Lobster ( Panulirus spp.)
Wilayah Negara

(1) Setiap orang dilarang menjua benih
lobster untuk budidaya.
Pasal 7 (2)
Setiap orang yang menangkap Lobster
( Panulirus spp.) wajib: a. melepaskan
Lobster ( P anulirus spp.) yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 jika dalam
keadaan hidupmelakukan pencatatan
Lobster ( Panulirus spp.) yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
tertangkap dalam keadaan mati

2 yang
dan
melaporkan kepada Direktur Jenderal
melalui

sebagaimana tercantum dalam Surat

kepala pelabuhan pangkalan

|zin Penangkapan Ikan.

I mplementas

Sosialisas kepada nelayan BL,
pengumpul BL dan eksportir,

serta pengawasan pada
karantina hewan dan ikan
bandara

Upaya penegakan  hukum

berupa penangkapan terhadap
pengumpul
benih lobster.

dan penyelundup
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B. Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih
Lobster di Wilayah Perairan Riau
Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dengan tegas dalam
penjelasan Undan-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945
bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum "(rechstaat)", tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), cita-cita filsafat yang telah
dirumuskan pendiri kenegaraan dalam konsep "indonesia adalah Negara Hukum”,
berarti dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan tunduk pada
hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Indonesia sebagai
negara hukum, menerapkan hukum sebagai tiang utama dalam menggerakan
sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan
hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan
didalam kaidah-kaidah yang mantap dan skap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.®
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelakasanaan perundang-
undangan, walaupun dalam kenyataa di Indonesia kecenderungannya adalah
demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Bahwa pendapat-pendapat yang agak

% Jurnal agung budi prayitno , umiversitas negeri yogyakarta" hambatan kepolisian
sektor jatiyoso dalam penegakan hukum terhadap kasus pencurian dan perjudian dikecamatan
jatiyoso kabupaten karanganyar, q g
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sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan
perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah menganggu
kedamaian di dalam pergaulan hidup.®

Berdasarkan penjelasan tersebut , bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya
terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor
tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya
terletak padais faktor-faktor tersebut.*’
Faktor tersebut adalah sebagai berikut :
a Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum
C. Faktor sarana dan fasilitas;
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan.

Direktorat kepolisian Air dan Udara merupakan aparatur penegak hukum
yang termasuk dalam bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada struktur
organisas, kepolisian perairan terbentuk dalam satker yang dikenal dengan
Direktorat Kepolisian Perairan dimana pada tingkat Mabes berada dibawah Badan
pemeliharaan keamanan polri (Baharkam Polri) sedangkan pada tingkat daerah
berada dibawah Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian air dan udara bertugas dalam membina dan menyelenggarakan fungsi

kepolisian Perairan Tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi,

% Soerjono soekanto, 2005.faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, him 7-8

$"https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/f aktor-faktor-yang-
mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia diakses pada 20 agustus pukul 14:00 wib
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mengayomi, serta memelihara keamanan dan Kketertiban masyarakat dan
penegakan hukum diwilayah perairan Riau.

Dalam pelaksanaan memberantas tindak pidana penyelundupan benih
lobster yang ada di wilayah perairan Riau pihak polairud harus lebih konsisten
dalam menangkap pelaku dari aksi penyelundupan benih lobster. Tetapi
berdasarkan hasil wawancara Akbp Wawan Setiawan, pihak kepolisian masih
sulit menangkap para pemoda besar ataupun pemilik benih lobster tersebuit.
Sebab dalam kasus ini masih seorang kurir/ pengangkut terjerat tindak pidana.

Hal ini juga, para petani ataupun nelayan ikan beralih berprofes sebagai
nelayan benih lobster karena nilai jual yang sangat tinggi. Seperti sekarang benih
lobster yang diperjualkan kepada pemodal per benih lobster dijual seharga
Rp 15.0000 (lima belas ribu rupiah), lalu para pemodal menjual kembali ataupun
mengekspor ke luar Negeri dengan Harga Jual per benih lobster seharga Rp
150.000- Rp 200.000.%

Fakor-faktor penghambat Kepolisan air dan udara Polda Riau dalam
menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster antaralain :

a.  Faktor internal meliputi faktor kuantitas penegak hukum, penegakan hukum
yang kurang profesional.

b.  Faktor eksternal meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk didalamnya
belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor

masyarakat termasuk didaamnya masih rendahnya tingkat kesadaran

% Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan.Gakkum ditpolairud polda Riau
tanggal 25 juli 2019.
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hukum dan faktor kebudayan masih rendahnya penghasilan aparat penegak

hukum.

Penyelundupan benih lobster ini terjadi pada disekitar wilayah Riau, melewati
pelabuhan-pelabuhan  tikus yang tidak mempunya izin, sehingga para
penyelundup lebih mudah dan gampang untuk mengirimkan benih lobster tersebut
di singapura dan vietnam.

o b MR R Ty DAEN el 400 1l 15 00 1
90 il Tia A AU 2Tl allly () shash 23K ) 00005 4l ) 6 53758
Adapun beberapa faktor penghambat kepolisian air dan udara polda Riau dalam
menangani penyelundupan benih lobster, adalah sebagai berikut :

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Penegakan Hukum sering sekali terjadi pertentangan antara kepastian
hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu
rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur
yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau
kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang
dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan

hukum.

¥Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Y ang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya' An-Nisa' (4):
59.
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2) Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum , keadilan dan kebenaran
harus dinyatakan, dan diaktualisasikan.
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya
mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspiras masyarakat.
Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan
sasaran, disamping itu mampu membawakan atau menjalankan peranan yang
dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat
memanfaatkan unsur-unsur pola tradisonal tertentu, sehingga menggairahkan
partisipas dari golongan sasaran atau masyarakat.

Halangan-halangan yang mungkin pada penerapan yang seharusnya dari
golongan panutan atau penegak hukum, berasal dari diri sendiri atau dari
lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut
adalah:

a  Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak
lain dengan siapa dia berinteraks;

b.  Tingkat aspiras yang relatif belum tinggi;

c. Kegarahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga
sulit sekali untuk membuat suatu proyeks;

d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemasaran suatu kebutuhan

tertentu, terutama kebutuhan materil ;
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e. Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan
konservatisme.®

3) Faktor Saranadan Fasilitas

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan fasilitas hukum mutlak
diperlukan untuk memperlancar dan terciptanya kepastian hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sraana atau fasilitas tersebut anatar lain,
mencakup tenaga manusia yang berpendikan dan terampil, organisas yang baik,
peralatan yang memadai, dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak akbp Wawan Setiawan bahwa
mengenai sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan benih lobster inimash sangatlah minim. Namun dalam
menanggulangi tindak pidana penyelundupan ini benih lobster ini walaupun
prasaran sangat minim, namun dapat diatasi.

Jenis kapal dan kecepatan kapal lebih tinggi di bandingkan kapal dari polairud
polda riau.

Bapak Akbp Wawan Setiawan juga mengatakan bahwa sarana dan
prasarana memang sangat menghambat kerja dari pihak polairud, karena jenis
kapal yang tidak sesuai dan begitu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus
ataupun pelabuhan yang tidak resmi sehingga sulit bagi polairud untuk

menuntaskan kasus tersebut.**

“°"Ibid, him 35
“"Hasi| wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan. Gakkum ditpolairud polda Riau
tanggal 25 juli 2019.
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Berikut Tabel beberapa menempatkan 13 kapal di perairan Riau dalam

mengatas Tindak Pidana Penyelundupan.

Daerah Rawan Penyelundupan Jumlah Kapal
Kabupaten Rokan Hilir 2 kapal
Kabupaten Dumai 2 Kapal
Kabupaten Bengkalis 3 Kapal
Kabupaten Meranti 2 Kapal
Kabupaten Tembilahan 3 Kapal
Kabupaten Pelalawang 1 Kapal

4) Faktor M ayar akat

Masyarakat mempunyai pengarun yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkn penegakan hukum yang
baik. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dapat menjadikan hambatan bagi
proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan
masyarakat untuk menyampaikan laporan atau mengjdi saks atas terjadinya suatu
proses penegakan hukum. Memang diakui bahwa hal tersebut tidak semata-mata
menggambarkan rendahnya kesadaran hukum amsyarakat, karena mas ada faktor

lain.
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Berdasarkan wawancara dengan gakkum polis air dan Udara Polda Riau
yaitu Akbp Wawan Setiawan , bahwa hal yang menjadi penghambat kepolisan
dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster ini adalah pada
umunya kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah.

Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang
dilakukan oleh para penyelundup melakukan aksi penyelundupan benih lobster di
wilayah perairan riau ini.

Akbp Wawan Setiawan juga mengatakan bahwa tingkat kesadaran
masyarakat untuk penegakan hukum sangat kurang karena kebanyakan
masyarakat berpikiran masih takut dan enggan ataupun malas berurusan dengan
hukum. Hal ini semakin mempersulit pihak polis Air dan Udara Polda Riau
dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan benih Lobster ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan mengatakan
juga bahwa pemahaman masyarakat tentang tindak penyelundupan benih lobster
tergantung dari masyarakat itu sendiri.

Ada pula masyarakat yang ikut serta dalam membantu ataupun memberikan
informasi kepada pihak polairud dalam menangani kasus tindak penyelundupan
benih lobster ini. Seperti melaporkan keganjalan yang ada di sekitar perairan, dan
bahkan ada seorang masyarakat yang melihat beberapa kotak berserakan di
perairan khusunya di wilayah perairan riau. Peran masyarakat sebagai subyek

pencegahan dalam komunitas dangat penting karena diharapkan masyarakat

“2 Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan.Gakkum ditpolairud polda Riau
tanggal 25 juli 2019.



mampu mengidentifikasi, mencegah, memberantas dan melakukan penjangkauan

terhadap tindak pidana penyelundupan benih loster.

5 Dalam hal pembuktian sering timbul hambatan karena kesulitan dalam
memperoleh keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6) Pengusutan terhadap barang-barang yang sudah beredar dipasaran bebas,
sulit untuk diusut guna menetapkan barang-barang mana yang telah di
impor secara resmi dan mana yang merupakan hasil selundupan®

7) Partispas dan support warga masyarakat sendiri dalam menanggulangi
Tindak Pidana Penyelundupan dan dalam penyidikan sangat kurang.

8) Mash kurang adanya "keelian" pimpinan suatu instanss dalam
menempatkan orang-orang pada strategis yang rawan penyelundupan. Y aitu
tidak menempatkan orang kuat pada posis tersebut.

Yang dimaksud dengan "orang kuat" dalam ha ini ialah bukan arti dalam fisik,

tetapi dalam arti kuat iman, dan sikap mentalnya. Karena tidak jarang kita

mendengar, bahwa suatu kasus penyelundupan terjadi karena "petugas’ yang
mengawas masalah tersebut dapat dibujuk/rayu oleh oknumpenyelundupn atau
bahkan bekerja sama dengan orang dalam untuk meloloskan perbuatan
penyel undupan.

Saat ini kasus penyelundupan benih lobster sangat berkembang di berbagai
daerah, sehingga dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih lobster
ini dari pihak polairud polda Riau sering sekali mendapatkan beberapa hambatan

dan kendala dan masih belum mampu memberantasnya.

3 Soufnir Chibro. 1992. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Jkarta:
Sinar Grafika, him 67
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Karena yang pertama dari jenis kapal polis air dan udara polda riau , daya
kecepatan kapal sangat kurang, berbeda dengan jenis kapal penyelundup yang
menggunakan mesin yang bagus dan canggih.

Banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi ataupun pelabuhan
yang tidak memiliki izin sehingga hal ini dapat mempersulit pihak kepolisian
dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster ini. Banyak
juga masyarakat yang tidak melapor dan bahkan ikut serta membantu dalam
penyelundupan benih lobster ini.

Kesulitan dari kepolisan juga sedikitnya jejak dari penyelundup karena
benih lobster tersebut di bungkus sangat rapi sehingga tidak tercium ataupun itu
adalah benih lobster.

Dampak Penangkapan Benih L obster Berdasar kan Sumebr daya

Berdasarkan informasi dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nelayan
mengetahui informasi adanya pelarangan penangkapan benih lobster, Hasil
penelitian menunjukkan bahwa harga jual benih Lobster bergantung pada jenis
benih lobster, dimana pada Tahun 2017 di tingkat nelayan berkisar Rp.2000-
10.000/ ekor untuk jenis lobster P. Homarus, sedangkan jenis lobster P. Ornatus
berkisar Rp.30.000-45.000/ ekor. Informas lain yang diperolen bahwa pada
kegiatan perdagangan dan penyelundupan Benih Lobster ini sepenuhnya dikontrol
oleh para penyelundup besar/ ataupuan pemodal besar. Akan tetapi bila dilihat
dari besarnya potens pendapatan nelayan, persoalan harga tidaklah terlalu
menjadi kendala mengingat kecilnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk

setiap trip penangkapan yang berkisar 100.000-200.000 rupiah.
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Hasil analis's mengungkapkan bahwa sebanyak 100% responden nelayan
yang biasanya melakukan penangkapan ikan dan kini beralih target tangkapan ke
benih lobster, karena merasa bahwa penangkapan benih lobster sangat
menguntungkan. dikarenakan alasan bahwa menangkap lobster secara teknis lebih
mudah, lebih menguntungkan, dan hanya membutuhkan biaya operasional yang
lebih murah. Pertimbangan lain nelayan bahwa dalam melakukan pemasaran
benih lobster hasil tangkapan tidak sulit dan tidak membutuhkan biaya tambahan
lain
C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di

Wilayah Perairan Riau

Dalam kamus Etismologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau
pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan
bahwa pengertian upaya yaitu usaha, akal atau ihtiar untuk mencapa suatu
maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.** Indonesia adalah
Negara Hukum, dimana hukum yang dijabarkan oleh pemerintah melalui
pembentukan aturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting
didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan
tatanan kehidupan yang teratur, adil, sgjahtera dan damai. Penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma
hukum secara nyata sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara.

“4 Repository.uin-suska.ac.id di akses pada 14 agustus 2019 pukul 21:00 wib
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Polis adalah salah satu penegak hukum yang melaksanakan perintah
undang-undang yang dicantumkan didalam pasal 2 UU No. 2 Ttahun 2002 yang
mengatakan bahwa fungsi poliss merupakan salah satu fungsi pemerintahan
Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.*

Adapun wujud dari upaya penal (represif) dan upaya non-penal (preventif) yang

dapat dilakukan Kepolisian unruk menanggulangi tindak pidana penyelundupan

benih losbter , dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakan hukum, serta

melindungi , mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam

pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

sebagai berikut :

a.  Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan amsyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

b.  Menyelenggarakan segala kegiatan dalam emnjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas dijalan

c. Membina amsyarakat untuk meningkatkan partispas masyarakat,
kesadaran hukum amsyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perudnang-undnagan;

d.  Turut sertadalam pembinaan Hukum Nasional;

e.  Memeliharaketertiban dan menjamin keamanan umum;

“Sywww . ditpolairudpoldasulteng.com diakses pada 20 agustus 2019 pukul 20:00 wib
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f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan
swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dnegan hukum acara pidana dan peraturan eprundang-undangan
ainnya;

h.  Menyelenggarakan identifikas Kepolisan, untuk kepentingan tugas
kepolisian

I Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan
peraturan perudnang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas, Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Riau

menyel enggarakan fungsi :
pembinaan fungs kepolisisan perairan dalam lingkungan Polda
Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam
lingkungan Polda
Menyelenggarakan patroli termauk penegakan hukum di wilayah perairan
dan pembinaan masyarakat pantai
Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelematan kecelakaan (SAR)
di laut dan perairan.

Tugas pokok Kepolisian air dan Udara Polda Riau adalah membina dan

menyelanggarakan fungs Kepolsisan perairan dalam rangka melayani,
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melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
dan Penegakan Hukum di Wilayah parairan Indonesia.

Dalam kasus Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster khsusnya yang

ada di wilayah perairan Riau pihak Polairud Polda Riau telah mampu
mengupayakan pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster yang
ada disekitar wilayah perairan riau . hal ini karena di barengi oleh laporan dari
masyarakat yang mengetahui adanya penyelundupan benih lobster yang ada di
wilayah perairan riau termasuk di wilayah tembihan riau.
Akbp Wawan Setiawan mengatakan bahwa Polairud Polda Riau sudah melakukan
berbagai Upaya dalam memberantas tindak pidana penyelundupan benih |obster
yang ada di wilayah perairan riau . hal ini merupakan tugas dari polairud dalam
menjaga keamanan di wilayah perairan.

Akbp Wawan Setiawan menyatakan ada beberapa upaya yang dapat
dilakukan oleh Polisi Air dan Udara Polda Riau , yaitu sebagai berikut :

1. UpayaPre-entif (antisipasi)

Upaya Pre-entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak untuk
mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan didalam
penanggulangan kejahatan secara Pre-entif menanamkan nilai-nilai atau norma-
norma yang baik sehingga norma-norma terintenalisas dalam diri seseorang.
Meskipun ada kesempatan untuk pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada
niatnya untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi

dalam upaya pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.



60

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimatum remedium atau alat
terakhir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari
bahwa hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa
hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi
kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagai mana dikemukakan oleh
Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut :

1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan
hukum pidana;

2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana
kontrol sosial yang tidak mungkin mengatas masalah kejahatan sebagai
masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai
masalah sosio-psikologi, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan
sebagainya);

3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya
merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya
merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;

4)  Sanks hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung unsur
kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek
sampingan yang negatif

5 Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak
bersifat structural/fungsional.

6) Keterbatasan jenis sanks pidana dan sistem perumusan sanks pidana yang

bersifat kaku dan imperatif ;
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7)  Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung
yang lebih bervarias dan lebih menuntut “biaya tinggi”

Keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh Polri yang
menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang
kompleks ini terlambat diantisipasi oleh kepolisian sehingga ketika terjadi kasus
yang berdimens baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu,
pencegahan kegahatan tidak melulu harus mengunakan hukum pidana. Agar
penanggulangan tindak pidana Penyelundupan Benih Lobster ini dapat dilakukan
secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau pena yang
dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal.

Upaya pre-entif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya
kondis yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat,
dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

a)  Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan
dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan
Nasional;

b)  Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Hasil wawancara dengan Bapak Akbp Wawan Setiawan berdasarkan upaya
pre-entif yang dilakukan oleh Kepolisian Air dan Udara Polda Riau adalah yaitu
melakukan pencegahan secara dini terhadap tindak pidana. Pencegahan secara
dini itu biasanya dapat dilakukan melalui  pendidikan berkarakter dengan
menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila

dan juga pendidikan mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster baik
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di lingkungan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang pada intinya adalah
agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh
pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.
Pemahaman seseorang tentang hukum.

Dalam wawancara dengan Bapak Akbp Wawan Setiawan di Ditpolairud
Polda Riau mengatakan bahwa upaya pre-entif melalui himbauan atau penyuluhan
kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polairud Polda Riau sangat penting sekali
dimana Polri tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan pengungkapan Tindak
Pidana Penyelundupan Benih Lobster. Tentu Polri butuh informas
keterangan dari masyarakat maupun instans terkait yang berwenang untuk dapat
memberi penjelasan tentang Tindak pidana penyelundupan Benih Lobster ini.
Upaya-upaya kepolisian untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan kembali
kepada masyarakat itu sendiri dan pihak polis tidak lagi memandang masyarakat
sebagai pihak yang bersifat pasif dan memiliki sumber informas yang terbatas,
tetapi dipandang sebagai mitra dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan.
2. Upaya Preventif (pencegahan)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Akbp Wawan Setiawan, upaya hukum
secara preventif yang dilakukan oleh para aparat kepolisian air dan Udara Polda
Riau adalah sebagai berikut :

a Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Air dan Udara polda
riau dilakukan dengan cara menempatkan 13 kapal-kapal patroli di
wilayah perairan Riau, yaitu di beberapa kabupaten seperti :

Kabupaten Rokan Hilir terdapat 2 kapal
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Kabupaten Dumai terdapat 2 kapal
Kabupaten Bengkalis terdapat 3 kapal
Kabupaten Meranti terdapat 2 kapal
Kabupaten Tembilahan terdapat 3 kapal
Pelalawang terdapat terdapat 1 kapal
a  Patroli
Patroli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian lebih dari satu
anggota, yang mencegah tindak pidana penyelundupan benih lobster. Banyak
sekali ataupu beragam jenis kasus yang ada di perairan Riau khususnya tindak
pidana penyelundupan. Setiap harinya pihak polairud Polda Riau melakukan
patroli di pagi hari sampai malam hari, meletakan beberapa kapal di berbagai
daerah agar tidak terjadinya atau mencegah tindak pidana penyelundupan yang
ada di sekitar perairan Riau.
b. Razia
Polairud Polda Riau melakukan ataupun pemeriksaan atau razia bukan
hanya di wilayah perairan Riau tetapi di sekitar pelabuhan yang ada di Riau
ataupun di sekitar pelabuhan tersembunyi.
Polairud Polda Riau juga bekerja sama dengan Polri, Bea cukai dan badan
karantina Ikan.*® Beberapa bentuk kegiatan Polairud Polda Riau saat melakukan

razia adalah sebagai berikut:

“ Hasil wawancara dengan Akbp Wawan Setiawan.Gakkum ditpolairud polda Riau
tanggal 25 juli 2019.
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a) Menangkap dan menyerahkan pelaku untuk dilakukan proses lebih lanjut
didata serta untuk diberikan arahan.

b) Melakukan pendataan dan screening terhadappara pelaku yang telah
ditangkap untuk mendapatkan identifikas jika suatu sat ada kaitannya
dengan tindak pidanayang ada di sekitar perairan.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin mengatakan bahwa pihak polairud

polda Riau juga bekerja sama dengan bea cukai, balai karantina ikan untuk

mencegah dan menangkap para pelaku tindak pidana penyelundupan benih
lobster. Tiap harinya para petugas melakukan patroli di sekitar perairan Riau agar
tidak terjadinyatindak pidanalainnya.

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan
untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan dimasa mendatang.

Upaya non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang
paling strategis.Hal ini dikarenakan non pena lebih bersifat sebagai upaya
pencegahan (preventif) sebelum terjadinya suatu tindak pidana.Sasaran utama non
penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendorong yang
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang bepusat pada masalah-masalah
atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan. Fungs pre-ventif
berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat dan
unsur kesempatan sebagai rumus terjadinya kejahata Usaha ini dilakukan dengan
melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli

serta penggelaran razia-razia
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Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya prentif yang masih
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam hal ini upaya preventif berada pada suatu konsep dimana kepolisian
sebagai penggerak agar masyarakat ikut berpartisipasi dan peduli dan ikut serta
dalam memberantas tindak penyelundupan benih lobster.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang
tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan
hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara
konsepsional yang ditempuh setel ah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan
upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya
adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi
yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana,
dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem
yaitu sub-sistem kehakiman, keaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan
kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan
berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara
yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu
kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau emncuri solusi atas kejahatan

yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang bisa ditempuh
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cenderung bagaimana menindak tegas pelaku keahatan atau bagaimana
memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Adapun hasil wawancara
penulis dengan bapak Akbp Wawan Setiawan adalah sebagai berikut :
1) Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan dilakukan untuk
kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap . sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan pasal 17 KUHAP bahwa
perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan
Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukan
bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang,
tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.
2) Penyitaan

Penyitaan dirumuskan dalam pasal 1 Ayat 16, yang berbunyi : "penyitaan
adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dari hasil penyitaan inilah yang dapat

menjadi barang bukti dalam kasus penyel undupan benih lobster ini.
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Dalam tindak pidana penyelundupan benih lobster diwilayah perairan Riau,
apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan benih lob-
ster penyidik Bea dan Cukai, dan para aparat Kepolisian Air dan Udara Polda
Riau langsung melakukan penanngkapan dan penyitaan terhadap benih lobster

tersebut.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN

1. Kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih
lobster ini semua pelaku tindak pidana dalam menyel undupkan benih lobster
secarailegal di proses dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan
kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa
dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem.
Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak
pidana (politik kriminal)) menggunakan 2 sarana, yaitu "Kebijakan pidana
dengan Sarana Non Penal dan Kebijakan pidana dengan Sarana Penal
Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat polairud Polda Riau
yaitu Faktor Penegak Hukum yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak
hukumnya sendiri, dan Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu sarana dan fasilitas
yang kurang mendukung seperti Karena jenis kapal polis air dan udara
polda riau memiliki daya kecepatan yang berkurang dari pada kapa para
penyelundup, yang menggunakan mesin yang bagus dan canggih. Dan
banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi ataupun pelabuhan
yang tidak memiliki izin. Dan juga faktor masyarakat dimana Masyarakat
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum,

sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
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mencapai dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat yang masih rendah
dapat menjadikan hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat
dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan
laporan atau menajdi saks atas terjadinya suatu proses penegakan hukum
jenisupaya yang dilakukan oleh pihak Polairud Polda Riau yaitu melipuiti
Upaya Pre-emtif (Antisipasi) yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh
pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan Upaya Preventif
(Pencegahan) yaitu suatu tindakan pengendalian sosia yang dilakukan
untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang
tidak diinginkan dimasa mendatang, dan juga Upaya Represif. yaitu suatu
upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh
setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk
menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah
perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat
sanks yang ditanggungnya sangat berat.
SARAN
1. Kebijakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan seharusnya diatur
lebih spesifik lagi tujuan nya untuk membuat efek jerah bagi para pelaku,
karena sering kali Negara menganggap remeh terhadap Tindak Pidana

Penyelundupan Benih lobster.
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2. Hambatan dan Sarana dalam memberantas Tindak Pidanaini masih belum
Signifikan karena masih banyak kekurangan termasuk jenis kapal yang
ada di perairan Riau, sebab begitu sangat sulit sekali para pihak polis air
untuk menangkap para pelaku Tindak Pidana Penyelundupan. Bukan
hanya itu saja peran masyarakat sekitar masih sangat kurang dan masih
sedikit sekali masyarakat peduli terhadap Tindak Pidanaini.

3. Upaya dalam Tindak Pidana Penyelendupan Benih Lobster sudah
signifikan yaitu para Kepolisan Air dan Udara Polda Riau telah
melakukan kegiatan razia, patroli disekitar wilayah Perairan Riau. Tetapi
ada kesulitan dari polis air dan udara pada saat melakukan razia, yaitu
para penyelundup mengekelabui para aparat agar tidak ketauan membawa

barang-barang yang dilarang.
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LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Bagaimana kebijakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana
penyelundupan benih lobster yang ada di wilayah perairan Riau ?

Jawab : Narasumber mengatakan bahwa dalam perbuatan Tindak pidana
penyelundupan khususnya dalam kasus benih lobster, hal ini semua pelaku
tindak pidanadi proses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Apakah pihak Ditpolairud Polda Riau sudah melakukan Upaya tegas
terhadap kasus Tindak Pidana penyelundupan benih Lobster yang ada di
wilayah perairan Riau ?

Jawab : mengatakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini sudah 2
tahun polairud menangani 2 kasus perkaratindak Pidana Penyelundupan ini,
salah satunya sudah memasuki p21 karena hanya satu orang yang berhasi
diamankan dan ditangkap.

Ada berapa Kasus Tindak Pidana Penyelundupan benih lobster yang susdah
ditangani oleh pihak polairud ?

Jawab : sudah dikatakan bahwa sudah menangani 3 kasus perkara, sebagian
para pelaku lari ataupun kabur pada saat tertangkap oleh pihak polairud di
sekitar perairan Riau, dan hanya satu orang yang berhasil diamankan
Apakah ada kerjasama antara Polairud dengan para penegak hukum lainnya

dalam menangani kasus tindak penyelundupan Benih lobster ini ?



Jawab : ya, dalam menangani kasus ini, badan balai karantina ikan, bea
cukal ikut serta dalam kasus ini. Tetapi di dalam penyelidikan pihak
polairud berperan sangat penting dalam tindak pidana penyelundupan ini.
Setelah penangkapan, apakah benih lobster ini dilepas ke laut atau dibawah
ke SKIPM ?

Jawab : pada saat awal penangkapan, benih lobster ini dibawah ke SKIPM,
kemudian di lepas kembali dan pada saat itu di lepas di sekitara Pantai yang
ada di yogyakarta

Apakah ada kesulitan terhadap Polairud dalam menangani kasus Tindak
Pidana penyelundupan benih lobster yang ada diwilayah Perairan Riau
Jawab : narasumber mengatakan ada sedikit kesulitan, yyaitu luasnya
wlayah perairan yang ada di provins Riau dan banyak nya pelabuhan-
pel abuhan tikus atau pel abuhan yang tidak resmi .

Bagaimana Hambatan dan soludi dari pihak Polairud dalam memberantas
tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Riau ?
Jawab : hambatan secara geografis yaitu perairan Riau bersentuhan
langsung dengan negara tetangga , memiliki luas laut yang sangat pesat
sekali. Dan Riau merupakan tempat lintas laut yang sangat dekat dengan
Negara tetangga

Ada berapa banyak benih lobster yang diselundupkan dan kira-kira ada
berapa banyak kerugian Negara ?

Jawab : Narasumber mengatakan pada tahun 2018 ada sekitar 27 kotak.

Dalam 1 kotak terdapat 30 bungkus yng berisis 200 ekor benih lobster.
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Jumlah keseluruhan yaitu ada 162.000 ekos benih lobster yang senilai 32
milir rupiah.

Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh polairud agar tidak ada kasus
penyelundupan benih lobster diwilayah perairan Riau ?

Jawab : menempatkan beberapa kapal patroli disekitar wilayah perairan
Riau, dan melakukan pencegahan

Apakah ada laporan dari masyarakat sehingga Polairud tau akan terjadinya
kasus penyelundupan benih lobster ini ?

Jawab : sebagian masyarakay ada yang acuh dalam kasus ini, ada juga
masyarakat sangat antusias sekali terhadap kasus ini sehingga masyarakat
melaporkan kepada polairud bawah mereka melihat ada keganjalan dan
melihat ada beberapa kardus yang berserakan di sekitar perairan.

Dalam kasusini, pihak siapa yang bertanggung jawab ?

Jawab : masih hanya seorang kuris ataupun nahkoda yang bertanggung
jawab dalam kasus ini, karena pada saat penyelundupan pihak pemodal
besar tidak memberikan identitasnya sehingga sulit sekali para polairud
menanganinya .

Dalam penangkapan, pihak kurir atau pemodal yang bertanggung jawab
:Jawab : pelaku suruhan ataupun yang disebut kurir
Apasgjajenisjenislobster yang di selundupkan ?

Jawab : ada jenis mutiara yang harga jual sangat mahal, dan lobster batu dan

lain-lain
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Bagaimana cara mereka melakukan Penyelundupan benih lobster diwkitar
wilayah perairan Riau ?

Jawab : narasumber mengatakan mereka mengkelabui para petugas,
menyembunyikan agar kotak-kotak yang berisi benih lobster agar tidak
ketauan oleh petugas dan para pelaku melewati pelabuhan yang tidak resmi.
Apakah ada upaya lebih dari pihak Polairud daam kasus Tindak Pidana
penyelundupan benih lobster yang ada diwilayah perairan Riau ?

Jawab : ada . yaitu melakukan pencegahan, patroli dan razia
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